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Tentang

Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang

PT Indikator Politik Indonesia diwakili oleh Burhanuddin
(Pemohon I) dkk.

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal
317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F,
Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat
(5) UUD 1945.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6),
Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

1.2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6),
Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kamis, 3 April 2014



Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah badan hukum privat, yaitu perseroan dan yayasan yang
bergerak salah satunya di bidang usaha survei opini publik dan hitungan cepat (quick count)
Pemilu merasa dirugikan oleh karena adanya larangan pengumuman hasil survei atau jajak
pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada masa tenang. Pengumuman mengenai
hitungan cepat (quick count) hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai
pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pelanggaran terhadap larangan
tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang diancam dengan pidana kurungan dan
denda, sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yakni hak
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari,
memperoleh, memiliki, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK,
Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final guna melakukan pengujian materil Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan
ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3),
Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (5) UUD
1945.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, berdasarkan dalil yang
dikemukakan oleh para Pemohon ternyata bahwa hak dan kewenangan para Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga
para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
a quo.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip
Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan
dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”.
Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus
mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu
Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta
keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang
diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh
karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah
memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah
rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

Meskipun tidak persis sama redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, akan tetapi norma pasal yang dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo pada prinsipnya sama, yaitu
merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang,
pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan
pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman
pidana tertentu, menurut Mahkamah terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor



9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam
putusan tersebut, antara lain:

*"Bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil

pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk
pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara
termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian,
hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan
dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan
yang diambil, baik oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum
tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi
untuk kepentingan pihak tertentu;

... menurut Mahkamah... Pertama, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-
iimiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka
pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang.... Kedua, sejauh menyangkut hasil
penghitungan cepat (quick count) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk
menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah menggangu
ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah
quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu
ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat
disikapi sebagai hasil resmi... Haruslah diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh
umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat
disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui... Bahkan banyak
warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara
selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah
hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai
dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei
pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu
selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan
dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945;

Bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan
larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah ketertiban umum yang
menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki
jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum
pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara
peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang
hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau
bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian
peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum
pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang
mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu
secara lebih cepat berdasarkan survei;

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari hak asasi
manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario
juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of
information). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, ‘Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia;

Bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap
saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya
hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan,



pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab
negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil)
yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

» Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan
angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu
penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan
absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang
dipakai dalam pertanyaan.

Bahwa pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 tersebut
mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo. Bahwa selain pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan
survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan
untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu. Sehingga lembaga survei
yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap
bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para
Pemohon beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut:

1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

1.2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



